
Menimbang 

PERATURAN DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 7 TAHUN 2009 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

t 

b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBIJ) sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2008. 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1622); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenta\,g Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoc 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4400); 
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10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penatapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nombr 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 te11tang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Bad an Layanan Um um (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 'tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep'ublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2008; 

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

31. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. 



Menetapkan 

6 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

dan 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: 
a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan arus kas; dan 
d. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud · pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan i!(htisar laporan 
keuangan badan usaha milik daerah/perusaha.an daerah. 
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Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2008 sebagai berikut : 
a. Pendapatan ..................... Rp.1.246.835.943.857,85 
b. Belanja ............................. Rp.1.276.361.391.219,34 

Defisit .......................................................................... Rp. 29.525.447.361,49 
c. Pembiayaan 

- Penerimaan ................ Rp. 205.554.131.165,81 
- Pengeluaran ............... Rp. 30.050.881.909,00 
Surplus . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . ...... ... ... . . .. . . . . ... .... .. . . ... . . . . . ... . Rp. 175.503.249.256,81 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.9.675.222.124,66 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.237.160.721.733,19 
b. Realisasi Rp. 1.246.835.943.857,85 

Selisih lebih Rp. 9.675.222.124,66 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.135.912.358. 780,66 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.412.273.750.000,00 
b. Realisasi Rp. 1.276.361.391.219,34 

Selisih kurang Rp. 135.912.358.780,66 
~ 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp.145.587.580.905,32 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Defisit setelah perubahan Rp. 175.113.028.266,81 ' 
b. Realisasi Rp. 29.525.447.361,49 

Selisih lebih Rp. 145.587.580.905,32 
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(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.1.102.899,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 205.553.028.266,81 
b. Rea lisas i _R_,_p_. _2_0 __ 5_. 5---5_4 ___ . 1 ...... 3---1_. 1 ___ 6_5_,_, 8_1 

Selisih lebih Rp. 1.102.~99,00 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.389.118.091,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 30.440.000.000,00 
b. Realisasi _R_,_p_. __ 3 __ 0_. 0---5_0_.8--8---1_. 9_0_9_,_, o_o 

Selisih kurang Rp. 389.118.091,00 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.390.220.990,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 175.113.028.266,81 
b. Realisasi Rp. 175.503.249.256,81 

Selisih lebih Rp. 390.220.990,00 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2008 sebagai berikut : 

a. Jumlah aset Rp 3.827.521.909.575,73 
b. Jumlah kewajiban Rp 7.820.095.604,00 
c. Jumlah ekuitas dana Rp 3.819.701.813.971,73 
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Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2008 sebagai berikut : 
a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2008 
b. Arus kas dari aktivitas operasi 
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan 
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan 
e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran 
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2008 

Pasal 6 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

191.001.024.279,81 
540.287.521.465,54 

(569.812.968.827,03) 
(15.498.877.922,00) 

1.102.899,00 
144.57 4.204.235,32 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2008 memuat informasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagimana dimaksud pada Pasal 1, 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran 

Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
Lampiran 1.2 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

Lampiran I. 3 

Lampiran 1.4 

Lampiran 1.5 
Lampiran 1.6 
Lampi ran I. 7 
Lampiran 1.8 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program dan kegiatan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;, 
Daftar piutang daerah; 
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
Daftar realiasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 
Daftar realiasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; 
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Lampiran 1.9 

Lampiran I. 10 
Lampiran 1.11 

Daftar kegaitan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran berikutnyan; 

b. Lampiran 11 
c. Lampiran Ill 
d. Lampiran IV 

Daftar dana cadangan daerah; dan 
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 
Neraca 
Laporan arus kas 
Catatan atas laporan keuangan 

Pasal 8 

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Diundangkan di Palangka Raya 
Pada tanggal 22 .Agu.stus 2009 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH, 

THAMPUNAH SINSENG 

LEMBARAN DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 
TAHUN 2009 NOMOR 7 

Palangka Raya 
22 Agustus 2009 

AGUSTIN ERAS NARANG 



Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 23 TAHUN 2009 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan 
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-!Jndang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nor.ior 62, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 
Nomor 1622); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4400); 



3 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Oaerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 
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17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4614); 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2008; 

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

33. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008. 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2008 terdiri atas : 
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1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 380 .665 .558. 786 ,85 
b. Dana Perimbangan Rp. 859.670.385.071,00 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 6.500.000.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.246.835.943.857,85 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 217.159.592.692,00 
2) Belanja Bunga Rp. 0,00 
3) Belanja Subsidi Rp. 1.882.051.800,00 
4) Belanja Hibah Rp. 882.000.000,00 
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 41.543.262.165,00 
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 133.960.232.176,00 
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 25.769.815.000,00 
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 31.797.100,00 

Rp. 421.228.750.933,00 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp. 52.027.334.953,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 229.465.901.986,31 
3) Belanja Modal Rp. 573.639.403.347,03 

Rp. 855.132.640.286,34 
Jumlah Belanja Rp. 1.276.361.391.219,34 

Defisit Rp. 29.525.447.361,49 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp. 205.554.131.165,81 
b. Pengeluaran Rp. 30.050.881.909,00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 175.503.249.256,81 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 145.977.801.895,32 
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Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum lebih 1anjut kedalam penjabaran 
laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II 
Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 5 

Lampirsn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur Kalimantan Tengah ini. 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Diundangkan di Palangka Raya 
Padatanggal 22 Agustus 2009 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH, 

THAMPUNAH SINSENG 

SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 
TAHUN 2009 NOMOR 23 

Palangka Raya 
22 Agustus 2009 

GU ERNUR KALIMANTAN TE GAH, 

AGUS IN TERAS NAR 




